BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP

NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Sumenep
Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 21
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pengelolaan  Bantuan  Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



Menetapkan

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022

Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 21 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pemberian dan

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 21);

19. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 104 Tahun 2022
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah  Kabupaten Sumenep (Berita Daerah
Kabupaten Sumenep Nomor 105 Tahun 2022);

20. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 71 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset
Daerah  Kabupaten Sumenep (Berita Daerah
Kabupaten Sumenep Nomor 71 Tahun 2023).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggunggjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 21)
diubah sebagai berikut :



1.

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang
memimpin Pelaksanaan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Sumenep.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Sumenep.

S. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat Kepala BKAD adalah Kepala
Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten
Sumenep.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah, yang dapat dinilai dengan
uang termasuk di dalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah adalah perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

9. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

10. Pejabat  Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan
Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang
selanjutnya mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.

11. Pejabat  Pelaksana Teknis Kegiatan yang
selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada
Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau
beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai
dengan bidang tugasnya.

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya dl
singkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai
Bendahara Umum Daerah.
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Kuasa  Bendahara  Umum Daerah  yang
selanjutnya disingkat kuasa BUD adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
tugas BUD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  yang
selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang
dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai
tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan
kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD
yang anggotanya terdiri Pejabat Perencana
Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

Program adalah bentuk instrument kebijakan
yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah
atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh 1(satu) atau beberapa satuan
kerja perangkat daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa porsenil atau
sumber daya manusia, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi
dari beberapa atau semua jenis sumber daya
tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan
keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening
tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Kepala Daerah untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang
kewenangan  penggunaan  anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
RKA SKPD adalah dokumen yang memuat
rencana pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat rencana pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
yang digunakan sebagai dasar penyusunan
rancangan APBD.
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran.

Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) adalah
rencana kebutuhan belanja yang diperlukan
untuk penanganan dalam keadaan darurat
bencana yang diajukan oleh SKPD yang
melaksanakan fungsi penanganan bencana.
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian
peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor
non alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan
dampak psikologi.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan
oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa

bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan, tanah longsor dan
kejadian antariksa/benda-benda angkasa,

kebakaran hutan/lahan karena faktor alam dan
bencana alam lainnya.

Bencana non alam adalah bencana yang
diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian
peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal
konstruksi/teknologi, gagal modemisasi, epidemi,
wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir,
pencemaran lingkungan dan kegiatan
keantariksaan.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan
oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik
sosial antar kelompok atau antar komunitas
masyarakat, dan terror.

Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau
meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau
kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu
tertentu.

Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan
yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka
waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD
yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana
yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap
darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
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Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan
terdapat potensi bencana, yang merupakan
peningkatan eskalasi ancaman yang
penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan
yang akurat oleh instansi yang berwenang dan
juga mempertimbangkan kondlsi nyata/ dampak
yang terjadi dimasyarakat.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat
kejadian bencana untuk menangani dampak
buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,
pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,
pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta
pemulihan prasarana dan sarana.

Status keadaan darurat bencana adalah suatu
keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk
jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi
SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi
bencana.

Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah
keadaan dimana penanganan darurat bersifat
sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis
dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar
sarana prasarana vital serta kegiatan sosial
ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang
dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat
sampai dengan tahap rehabilitasi dan
rekonstruksi dimulai.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan
samua aspek pelayanan publik atau masyarakat
sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca
bencana dengan  sasaran utama = untuk
normalisasi atau berjalannya secara wajar semua
aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat
pada wilayah pasca bencana.

Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya
disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja
untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang
diajukan oleh SKPD terkait.

Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya
disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya
yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
Belanja  tidak terduga  digunakan  untuk
menganggarkan pengeluaran untuk keadaan
darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak
dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian
atas kelebihan pembayaran atas penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk
bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya.



2.

Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu)
Pasal yakni Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 24A

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka
istilah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat
Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sumenep dibaca menjadi Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep yang
selanjutnya disingkat Kepala BKAD adalah Kepala
Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten
Sumenep.

Ketentuan huruf F Lampiran Peraturan Bupati
Sumenep Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pertanggunggjawaban Belanja Tidak
Terduga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

F. Format Surat Permohonan Pencairan BTT
KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH
Sumenep, ........... yerereenanes
Nomor  : ..... [oaens /435...../.......
Sifat Penting
Lampiran : ........
Perihal Permohonan Pencairan
Belanja Tidak Terduga
TA....ccoenenn.
Yth. Bapak Bupati Sumenep
Cq. Kepala BKAD Kab. Sumenep
Di
SUMENEP
Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : ........... Tanggal ........

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

, bersama ini mohon penyaluran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran

sebesar Rp........ (cereemenrenen ) dengan dokumen persyaratan

sebagaimana terlampir, antara lain :

1.  Surat pernyataan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai ceck list.

2. Lembar ceck list verifikasi kelengkapan dokumen.

3. Keputusan Bupati tentang penetapan tanggap darurat/Bencana Sosial




Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala SKPD.

6. Surat Pernyataan Kepala SKPD bahwa belanja dimaksud tidak dibiayai dari
sumber dana lain diluar belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD
Fotocopy Rekening penerima alokasi belanja tidak terduga

Lain-lain yang disyaratkan dalam pedoman teknis.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala SKPD

Nama Jelas
Pangkat/Golongan
NIP

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumenep.

Ditetapkan di  : Sumenep

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH pada tanggal - 29 Februari 2024

KABUPATEN SUMENEP

TANGGAL : 22 Februari
TAHUN : 2024 NOMOR : 4

BUPATI SUMENEP

ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO
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